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Abstract 

This article examines the theoretical and philosophical foundations of the National Sharia Council of the 

Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) fatwas within the context of Islamic law and the Indonesian national legal 

system. The DSN-MUI fatwa serves as a crucial instrument in providing legal certainty for the rapidly growing 

Islamic financial industry in Indonesia. However, the legal legitimacy of these fatwas as a source of positive law 

remains debated, particularly regarding their philosophical underpinnings and integration with national 

regulations. This normative juridical research employs a descriptive-analytical approach, examining fatwa texts, 

fiqh literature, and positive legal regulations. The study finds that DSN-MUI fatwas possess strong philosophical 

foundations through maqashid al-shariah, emphasizing justice, wealth protection, and public welfare. 

Furthermore, these fatwas function as material legal sources integrated into national regulations, including Law 

No. 21/2008 on Islamic Banking and OJK regulations. The relationship between DSN-MUI fatwas and the 

Compilation of Islamic Economic Law (KHES) demonstrates the transformation of fiqh norms into national legal 

norms. This research also identifies challenges such as the non-binding nature of fatwas, potential inconsistencies 

with positive law, and the need for greater harmonization. Comparative analysis with fatwa systems in Malaysia 

and the Gulf countries reveals both similarities and distinct features of the Indonesian model. This research 

concludes that DSN-MUI fatwas serve as dynamic legal instruments bridging classical sharia texts with modern 

regulatory needs, maintaining the balance between legal certainty, justice, and public benefit within Indonesia's 

pluralistic legal system. The findings contribute to the theoretical discourse on the integration of Islamic law into 

national legal frameworks and offer practical implications for regulators, practitioners, and academics. 
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Abstrak  

Artikel ini mengkaji landasan teoretis dan filosofis fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) dalam kerangka hukum Islam dan sistem hukum nasional Indonesia. Fatwa DSN-MUI merupakan 

instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum bagi industri keuangan syariah yang berkembang pesat di 

Indonesia. Namun, legitimasi hukum fatwa sebagai sumber hukum positif masih diperdebatkan, terutama terkait 

landasan filosofis dan integrasinya dengan regulasi nasional. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan 

pendekatan deskriptif-analitis dengan menelaah teks fatwa, literatur fiqh, dan regulasi hukum positif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki landasan filosofis yang kuat melalui maqashid al-

shariah yang menekankan keadilan, perlindungan harta, dan kemaslahatan publik. Fatwa DSN-MUI berfungsi 

sebagai sumber hukum materiil yang diintegrasikan ke dalam regulasi nasional, termasuk Undang-Undang No. 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan regulasi OJK. Hubungan antara fatwa DSN-MUI dan Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menunjukkan proses transformasi norma fiqh menjadi norma hukum nasional. 

Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan seperti sifat fatwa yang tidak mengikat secara umum, potensi 

inkonsistensi dengan hukum positif, dan perlunya harmonisasi yang lebih besar. Analisis komparatif dengan 

sistem fatwa di Malaysia dan negara-negara Teluk menunjukkan persamaan dan ciri khas model Indonesia. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI berperan sebagai instrumen hukum yang dinamis, 

menjembatani teks-teks syariah klasik dengan kebutuhan regulasi modern, serta menjaga keseimbangan antara 

kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Temuan ini 

berkontribusi pada wacana teoretis tentang integrasi hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional dan 

memberikan implikasi praktis bagi regulator, praktisi, dan akademisi. 
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PENDAHULUAN   

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) lahir sebagai jawaban atas 

kebutuhan mendesak akan regulasi keuangan syariah di Indonesia. Sejak awal 1990-an, perkembangan 

lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menuntut adanya 

kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI hadir untuk mengisi kekosongan 

hukum tersebut dengan memberikan pedoman normatif yang memastikan setiap transaksi berjalan 

sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah (Karim, 2021). Sebagai instrumen ijtihad kolektif, fatwa DSN-

MUI menjadi pedoman utama dalam memastikan praktik keuangan syariah berjalan sesuai dengan 

prinsip halal-haram dalam transaksi, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari nilai-nilai syariah yang 

fundamental. Kehadiran fatwa ini juga mencerminkan kesadaran kolektif umat Islam Indonesia akan 

pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam aktivitas ekonomi modern yang semakin 

kompleks. 

Dalam industri perbankan syariah, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai rujukan normatif yang 

mengikat secara moral dan menjadi dasar bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 

menyusun aturan teknis. Misalnya, Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang perdagangan 

efek syariah di pasar reguler bursa efek menjadi landasan bagi OJK dalam mengatur mekanisme 

perdagangan efek syariah. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai panduan 

keagamaan, tetapi juga sebagai sumber hukum yang diadopsi dalam regulasi formal. Sinergi antara 

fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK ini memastikan bahwa industri keuangan syariah di Indonesia 

memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus sesuai dengan prinsip syariah. Peran fatwa ini semakin 

krusial seiring dengan pertumbuhan pesat aset keuangan syariah di Indonesia, yang menurut laporan 

OJK tahun 2025 telah mencapai lebih dari Rp 600 triliun, sehingga membutuhkan payung hukum yang 

komprehensif dan adaptif. 

Permasalahan utama yang muncul adalah kedudukan hukum fatwa DSN-MUI dalam sistem 

hukum nasional masih menjadi perdebatan akademik. Memastikan berfungsi sebagai jembatan antara 

prinsip syariah dan regulasi formal, perkembangan industri perbankan dan pasar modal syariah di 

Indonesia berjalan sesuai dengan tuntunan agama sekaligus memiliki kepastian hukum. Namun, urgensi 

akademik dalam kaitan ini adalah fatwa DSN-MUI telah banyak digunakan, namun legitimasi fatwa 

sebagai sumber hukum positif masih menjadi perdebatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang 

kedudukan fatwa dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, fatwa dianggap sebagai produk ijtihad 

yang bersifat non-mengikat secara umum, tetapi di sisi lain, fatwa tersebut diadopsi oleh regulator dan 

menjadi rujukan hakim di Pengadilan Agama. Ketegangan antara status fatwa sebagai "soft law" dan 

implementasinya sebagai "hard law" melalui regulasi menciptakan celah akademik yang memerlukan 

kajian mendalam tentang landasan filosofis dan teoretis yang mendasarinya. 

State of the art penelitian tentang fatwa DSN-MUI telah berkembang dalam berbagai dimensi. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi fatwa DSN-MUI dalam perbankan 
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syariah (Ascarya, 2020), epistemologi hukum ekonomi syariah dalam fatwa DSN-MUI (Karim, 2016), 

serta kedudukan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional (Hosen, 2021). Penelitian lain 

menyoroti fatwa DSN-MUI dan prinsip keadilan dalam akad syariah dengan fokus pada maqashid al-

shariah (Kamali, 2019), integrasi fatwa DSN-MUI dengan regulasi OJK (Huda, 2015), serta metodologi 

penetapan fatwa DSN-MUI dalam analisis istinbat hukum (Praja, 2011). Namun, sebagian besar 

penelitian tersebut masih terfokus pada aspek praktis dan implementatif, sementara dimensi filosofis 

dan teoretis yang mendasari kedudukan hukum fatwa dalam kerangka hukum Islam dan sistem hukum 

nasional belum banyak dikaji secara komprehensif. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara 

khusus mengeksplorasi hubungan dialektis antara fatwa DSN-MUI dan KHES dalam perspektif filsafat 

hukum, serta tantangan-tantangan yang muncul dalam proses positivisasi fatwa ke dalam hukum 

nasional. 

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan analisis komprehensif 

mengenai legitimasi fatwa DSN-MUI, baik dari sisi normatif maupun filosofis, serta kontribusinya 

terhadap integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini penting karena fatwa DSN-

MUI tidak hanya menjadi pedoman operasional lembaga keuangan syariah, tetapi juga menjadi sumber 

hukum materiil yang diadopsi dalam berbagai regulasi nasional. Dengan memahami landasan teoretis 

dan filosofis fatwa DSN-MUI, akan diperoleh kejelasan mengenai kedudukan hukumnya dalam sistem 

hukum Indonesia yang pluralistik, serta kontribusinya terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah 

yang berkeadilan dan bermaslahatan. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi harmonisasi antara hukum Islam dan 

hukum positif, serta bagi akademisi dalam mengembangkan teori integrasi hukum yang lebih kokoh. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis komprehensif mengenai legitimasi fatwa 

DSN-MUI, baik dari sisi normatif maupun filosofis, serta kontribusinya terhadap integrasi hukum Islam 

dalam sistem hukum nasional. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji landasan 

teoretis dan filosofis fatwa DSN-MUI dalam kerangka fiqh muamalah dan maqashid al-shariah; (2) 

menganalisis kedudukan hukum fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional Indonesia; (3) 

mengeksplorasi hubungan antara fatwa DSN-MUI dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) dan regulasi nasional lainnya; (4) mengidentifikasi tantangan dan kritik terhadap fatwa DSN-

MUI serta menawarkan solusi harmonisasi; (5) melakukan perbandingan dengan sistem fatwa di negara 

lain untuk melihat posisi unik Indonesia; serta (6) merumuskan implikasi filosofis dan praktis dari 

integrasi fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional bagi pengembangan ekonomi syariah di 

Indonesia. 

 

 

 

METODE 
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Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk 

menelaah teks fatwa DSN-MUI, literatur fiqh, dan regulasi hukum positif. Pendekatan ini menekankan 

analisis norma hukum yang berlaku serta prinsip syariah yang menjadi dasar dalam praktik ekonomi 

Islam (Soekanto, 2019). Teknik analisis berupa studi dokumen dan analisis komparatif antara fatwa 

DSN-MUI dan regulasi nasional, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai legitimasi fatwa 

dalam kerangka hukum Islam dan sistem hukum nasional. Analisis ini juga memperhatikan aspek 

metodologis dalam penelitian hukum Islam yang menekankan keterpaduan antara teks dan konteks 

(Marzuki, 2017). Pendekatan normatif digunakan untuk memahami kedudukan fatwa sebagai sumber 

hukum dalam sistem hukum Islam sekaligus dalam kerangka hukum positif di Indonesia. 

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer berupa fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan 

(terutama fatwa-fatwa yang berkaitan dengan perbankan, pasar modal, dan fintech syariah), Undang-

Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK terkait keuangan syariah (POJK 

No. 15/POJK.04/2015 dan sejenisnya), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang tertuang 

dalam Perma No. 2 Tahun 2008. Sumber sekunder meliputi literatur fiqh muamalah klasik dan 

kontemporer, buku-buku filsafat hukum Islam, artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus dan SINTA, serta 

penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 

dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti "fatwa 

DSN-MUI", "maqashid al-shariah", "hukum ekonomi syariah", dan "sistem hukum nasional". Analisis 

data menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode interpretasi teks, analisis konsep, sintesis 

argumentatif, dan analisis komparatif. 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan dan 

menganalisis data. Subjek penelitian adalah fatwa DSN-MUI sebagai objek kajian utama, dengan 

informan berupa literatur hukum dan regulasi yang relevan. Lokasi penelitian bersifat kepustakaan 

dengan rentang waktu penelitian selama tiga bulan, dari April hingga Juni 2026. Untuk menjamin 

keabsahan hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber data dengan membandingkan berbagai 

literatur, regulasi, dan pandangan ulama, serta pengecekan konsistensi interpretasi melalui diskusi 

akademik dengan pakar hukum Islam dan praktisi perbankan syariah. Penelitian ini juga melakukan 

member checking terhadap temuan-temuan kunci dengan para ahli untuk memastikan akurasi 

interpretasi. Penelitian ini berupaya menegaskan relevansi fatwa DSN-MUI sebagai instrumen hukum 

yang sah dan memiliki legitimasi akademik maupun praktis (Ali, 2020). 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Hasil 

Berdasarkan analisis dokumen terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI, regulasi nasional, dan literatur 

hukum Islam, diperoleh beberapa temuan penting mengenai landasan teoretis dan filosofis fatwa DSN-

MUI. Pertama, fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan normatif sebagai instrumen hukum yang lahir 

dari fiqh muamalah, dengan landasan filosofis yang berakar pada maqashid al-shariah. Kedua, dalam 
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sistem hukum nasional, fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan sebagai sumber hukum materiil yang 

diintegrasikan ke dalam berbagai regulasi formal, termasuk Undang-Undang Perbankan Syariah, 

Peraturan OJK, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ketiga, hubungan antara fatwa DSN-MUI 

dan KHES menunjukkan proses transformasi norma fiqh menjadi norma hukum nasional melalui 

kodifikasi dan positivisasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum Indonesia. Keempat, terdapat 

tantangan signifikan seperti ketidakjelasan status hukum fatwa, potensi konflik dengan peraturan 

perundang-undangan lain, dan perbedaan interpretasi di kalangan hakim. Kelima, perbandingan dengan 

sistem fatwa di Malaysia dan negara-negara Teluk menunjukkan bahwa model Indonesia memiliki 

keunikan dalam hal keterlibatan negara dan fleksibilitas adaptasi terhadap kebutuhan lokal. 

Tabel 1. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Nasional 

Aspek Fatwa DSN-MUI Regulasi Nasional 

Dasar Normatif Fiqh Muamalah & Maqashid al-Shariah UU No. 21/2008, POJK, KHES 

Kekuatan 

Mengikat 

Moral (ikhtiyariah) menjadi yuridis jika 

diadopsi regulator 

Yuridis formal (hard law) 

Fungsi Sumber hukum materiil, pedoman 

operasional 

Hukum positif, pedoman 

adjudikatif 

Hubungan Diadopsi ke dalam regulasi Mengadopsi fatwa sebagai sumber 

Status dalam 

Hierarki 

Soft law, sumber interpretasi Hard law, mengikat secara umum 

Sumber: Analisis Dokumen Penelitian, 2026 

Tabel 2. Landasan Filosofis Fatwa DSN-MUI berdasarkan Maqashid al-Shariah 

Maqashid al-Shariah 
Implementasi dalam Fatwa DSN-

MUI 
Contoh Fatwa 

Hifz al-Din (Menjaga 

Agama) 

Memastikan transaksi sesuai prinsip 

syariah 

Fatwa tentang larangan riba 

dalam semua akad 

Hifz al-Nafs (Menjaga 

Jiwa) 

Mencegah praktik eksploitatif (riba, 

gharar, maysir) 

Fatwa tentang maysir dan judi 

dalam saham 

Hifz al-Aql (Menjaga 

Akal) 

Menekankan transparansi dan 

kejelasan akad 

Fatwa tentang transparansi 

dalam murabahah 

Hifz al-Nasl (Menjaga 

Keturunan) 

Perlindungan hak-hak ekonomi 

keluarga 

Fatwa tentang asuransi syariah 

untuk keluarga 

Hifz al-Mal (Menjaga 

Harta) 

Transparansi harga, perlindungan 

kepemilikan 

Fatwa tentang perlindungan 

investor di pasar modal 

Sumber: Analisis Dokumen Penelitian, 2026 

Tabel 3. Perbandingan Sistem Fatwa di Beberapa Negara 

Aspek Indonesia (DSN-MUI) Malaysia (SAC-BNM) 
Negara Teluk 

(Contoh: UAE) 

Lembaga Fatwa DSN-MUI (independen, di 

bawah MUI) 

SAC-BNM (di bawah 

bank sentral) 

Otoritas fatwa resmi 

negara 

Status Hukum Soft law, diadopsi regulator Mengikat secara yuridis 

melalui BNM 

Mengikat sebagai 

hukum negara 

Keterlibatan 

Negara 

Koordinatif, tidak langsung Langsung melalui BNM Langsung melalui 

legislasi 

Fleksibilitas Tinggi, berbasis ijtihad 

kolektif 

Sedang, terikat kebijakan 

nasional 

Rendah, lebih tekstual 
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Pengadilan Rujukan bagi Pengadilan 

Agama 

Diikuti oleh pengadilan 

sipil 

Diikuti oleh 

pengadilan syariah 

Sumber: Analisis Komparatif Penelitian, 2026 

Pembahasan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada dasarnya mengikat 

secara moral. Namun, kedudukannya berubah menjadi hukum positif yang mengikat secara legal ketika 

diadopsi atau diserap ke dalam peraturan perundang-undangan, serta menjadi rujukan utama bagi hakim 

di Pengadilan Agama. Fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan normatif sebagai instrumen hukum yang 

lahir dari fiqh muamalah. Secara filosofis, fatwa ini berfungsi sebagai jembatan antara teks-teks syariah 

klasik dengan kebutuhan regulasi modern dalam industri keuangan. Fatwa DSN-MUI menegaskan 

bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mengatur aspek sosial-ekonomi. Dengan 

demikian, fatwa menjadi legitimasi moral sekaligus hukum bagi praktik keuangan syariah di Indonesia. 

Kedudukan hukum fatwa DSN-MUI dalam tata hukum Indonesia dapat dikategorikan sebagai 

berikut: pertama, tidak mengikat secara umum sebagai produk ijtihad ulama yang sifat asalnya adalah 

ikhtiyariah (pilihan) atau mengikat secara moral bagi umat Islam yang menjadikannya pedoman. Kedua, 

mengikat secara yuridis (hukum positif) apabila telah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-

undangan negara, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) atau Undang-Undang. Ketiga, 

sebagai landasan operasional lembaga keuangan syariah, fatwa DSN-MUI menjadi dasar hukum dan 

pedoman wajib bagi operasional seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Keempat, dalam 

konteks peradilan, fatwa DSN-MUI menjadi sumber interpretasi bagi hakim dalam memutus perkara 

ekonomi syariah, meskipun kekuatan mengikatnya bergantung pada penerimaan hakim. 

Dalam sistem hukum Indonesia, fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan mengikat secara 

yuridis seperti undang-undang, namun memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum materiil. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sering menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan 

dalam menyusun regulasi teknis. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum Islam dan hukum 

positif, di mana fatwa berperan sebagai dasar normatif yang kemudian dilembagakan dalam bentuk 

peraturan resmi (Karim, 2016; Ascarya, 2020). Filsafat hukum menekankan pentingnya kepastian 

hukum dan keadilan dalam setiap regulasi. Fatwa DSN-MUI hadir untuk memastikan bahwa transaksi 

keuangan syariah tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip 

syariah. Kepastian hukum yang diberikan oleh fatwa ini menciptakan rasa aman bagi pelaku industri 

keuangan syariah, sekaligus menjaga integritas sistem ekonomi Islam (Rahardjo, 2020; Hosen, 2021). 

Perkembangan industri keuangan syariah menuntut adanya regulasi yang adaptif terhadap 

dinamika pasar. Fatwa DSN-MUI menjadi instrumen yang fleksibel, mampu merespons kebutuhan baru 

seperti fintech syariah, sukuk, dan pasar modal syariah. Filosofinya adalah menjaga relevansi hukum 

Islam dalam menghadapi modernisasi ekonomi, tanpa kehilangan esensi syariah. Oleh karena itu, fatwa 

DSN-MUI bukan sekadar produk hukum, tetapi juga manifestasi dari filsafat hukum Islam yang 

kontekstual dan progresif. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, Juhaya S. Praja menekankan bahwa 
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hukum Islam memiliki dimensi normatif sekaligus historis, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan 

perkembangan zaman. Ia menyatakan bahwa "hukum Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan 

dinamis, karena ia berakar pada prinsip maqashid al-shariah yang selalu relevan dengan kebutuhan 

manusia" (Praja, 2011). Pandangan ini memperkuat urgensi fatwa DSN-MUI sebagai bentuk aktualisasi 

hukum Islam dalam konteks modern. 

Fatwa DSN-MUI berlandaskan maqashid al-shariah sebagai fondasi normatif yang menekankan 

tujuan syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keuangan 

syariah, maqashid al-shariah memastikan bahwa setiap produk dan transaksi tidak hanya sah secara 

fiqh, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI tidak 

sekadar mengatur teknis akad, melainkan memastikan bahwa prinsip keadilan dan keseimbangan tetap 

terjaga (Huda, 2015; Auda, 2008). Maqashid al-shariah menjadi kerangka filosofis yang diintegrasikan 

dalam setiap fatwa DSN-MUI. Misalnya, larangan riba dalam perbankan syariah bukan hanya karena 

teks al-Qur'an, tetapi juga karena riba merusak keadilan sosial dan menimbulkan eksploitasi. Dengan 

demikian, fatwa DSN-MUI menafsirkan teks syariah melalui maqashid agar relevan dengan kebutuhan 

ekonomi kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa maqashid berfungsi sebagai filter moral sekaligus 

hukum dalam setiap keputusan DSN-MUI. 

Fatwa DSN-MUI tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin kemaslahatan 

publik sesuai dengan maqashid al-shariah. Dalam filsafat hukum Islam, kepastian hukum harus sejalan 

dengan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI selalu mempertimbangkan aspek 

maslahat, seperti perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, dan distribusi kekayaan yang adil. 

Dengan demikian, maqashid menjadi fondasi filosofis yang menyeimbangkan antara kepastian hukum 

dan keadilan sosial. Dalam era digital dan perkembangan fintech syariah, fatwa DSN-MUI terus 

memperluas perlindungan harta dengan mengakomodasi inovasi keuangan modern. Filosofi maqashid 

memberikan fleksibilitas bagi DSN-MUI dalam merespons perkembangan ekonomi tanpa 

mengorbankan prinsip syariah. Maqashid al-shariah memberikan legitimasi filosofis sekaligus praktis 

bagi fatwa DSN-MUI, menjadikannya instrumen hukum yang tidak hanya mengikat secara moral, tetapi 

juga diakui dalam regulasi nasional. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai jembatan 

antara idealitas syariah dan realitas ekonomi modern (Praja, 2020; Kamali, 2019). 

Lebih jauh, pendekatan maqashid dalam fatwa DSN-MUI juga mencerminkan upaya untuk 

menjawab kritik bahwa hukum Islam seringkali bersifat tekstual dan kurang responsif terhadap 

perubahan sosial. Dengan menggunakan maqashid sebagai lensa interpretatif, DSN-MUI dapat 

menetapkan fatwa yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga substantif dalam mencapai tujuan-

tujuan syariah. Misalnya, dalam fatwa tentang sukuk, DSN-MUI tidak hanya memastikan kepatuhan 

terhadap rukun akad, tetapi juga memastikan bahwa sukuk tersebut benar-benar membiayai proyek-

proyek produktif yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pendekatan ini sejalan dengan teori maslahah 

yang dikembangkan oleh al-Ghazali dan al-Syatibi, yang menekankan bahwa tujuan utama syariah 

adalah mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan (jalb al-maslahah wa dar' al-mafsadah). Dengan 
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demikian, fatwa DSN-MUI tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga etis dan berorientasi pada 

kesejahteraan sosial. 

Fatwa DSN-MUI berlandaskan pada maqashid al-shariah yang menekankan keadilan sebagai 

prinsip utama dalam setiap transaksi ekonomi. Keadilan dalam konteks ini berarti memberikan hak 

kepada setiap pihak sesuai dengan kesepakatan akad, serta mencegah praktik yang merugikan seperti 

riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI tidak hanya mengatur aspek legal formal, 

tetapi juga memastikan bahwa keadilan sosial-ekonomi tercapai dalam praktik keuangan syariah (Huda, 

2015; Kamali, 2019). Maqashid al-shariah menempatkan perlindungan harta (hifz al-mal) sebagai salah 

satu tujuan utama hukum Islam. Fatwa DSN-MUI mengadopsi prinsip ini dengan memastikan bahwa 

setiap produk keuangan syariah melindungi kepemilikan dan hak-hak ekonomi umat. Misalnya, dalam 

akad murabahah, fatwa DSN-MUI menekankan transparansi harga agar tidak terjadi penipuan atau 

pengurangan hak pihak lain. Perlindungan harta ini menjadi landasan filosofis agar sistem keuangan 

syariah tetap menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. 

Fatwa DSN-MUI juga menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan, sesuai dengan maqashid 

al-shariah yang menghendaki keseimbangan sosial. Instrumen seperti zakat, sukuk, dan reksa dana 

syariah diatur melalui fatwa agar tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan manfaat 

bagi masyarakat luas. Filosofi ini menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar formalitas hukum, 

melainkan orientasi moral yang memastikan kesejahteraan bersama. Dalam era digital dan 

perkembangan fintech syariah, fatwa DSN-MUI terus memperluas perlindungan harta dengan 

mengakomodasi inovasi keuangan modern. Filosofi maqashid memberikan fleksibilitas bagi DSN-MUI 

dalam merespons perkembangan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip syariah. Maqashid al-shariah 

memberikan legitimasi filosofis sekaligus praktis bagi fatwa DSN-MUI, menjadikannya instrumen 

hukum yang tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga diakui dalam regulasi nasional (Auda, 2008; 

Ascarya, 2020). 

Selain itu, fatwa DSN-MUI juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, dengan 

menekankan pentingnya mediasi dan arbitrase syariah sebagai alternatif litigasi. Hal ini sejalan dengan 

prinsip keadilan restoratif yang menjadi ciri khas hukum Islam. Dalam konteks perlindungan harta, 

fatwa DSN-MUI juga mengatur tentang jaminan (rahn) dan penanggungan (kafalah) untuk memastikan 

bahwa hak-hak kreditur terlindungi tanpa memberatkan debitur secara berlebihan. Keseimbangan 

antara perlindungan kreditur dan debitur ini mencerminkan keadilan komutatif yang menjadi salah satu 

pilar maqashid al-shariah. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI tidak hanya mengatur transaksi secara 

teknis, tetapi juga membangun ekosistem keuangan yang adil dan bertanggung jawab. 

Fatwa DSN-MUI memiliki peran penting dalam mendukung implementasi Undang-Undang No. 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa operasional 

perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, dan untuk memastikan hal itu, regulator merujuk 

pada fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi 

landasan normatif yang dilembagakan dalam sistem hukum nasional, sehingga praktik perbankan 
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syariah memiliki kepastian hukum sekaligus legitimasi syariah. Selain dalam undang-undang, fatwa 

DSN-MUI juga diintegrasikan ke dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengadopsi 

fatwa DSN-MUI dalam bentuk Peraturan OJK (POJK) untuk mengatur produk dan layanan keuangan 

syariah, seperti sukuk, reksa dana syariah, dan fintech syariah. Hal ini menunjukkan adanya sinergi 

antara otoritas keuangan negara dengan lembaga fatwa, di mana fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai 

pedoman normatif yang kemudian dilembagakan dalam regulasi formal. Integrasi ini memastikan 

bahwa industri keuangan syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan 

prinsip syariah. 

Dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, DSN-MUI dan KHES terdapat 

hubungan yang sangat erat. Keduanya menjadi rujukan penting dalam praktik lembaga keuangan 

syariah dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan. DSN-MUI mengeluarkan fatwa 

syariah mengenai akad, produk, dan praktik ekonomi syariah, sedangkan KHES adalah kodifikasi 

hukum ekonomi syariah yang digunakan terutama oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama sebagai 

pedoman memutus perkara ekonomi syariah. Secara substansi, banyak norma dalam KHES berasal atau 

dipengaruhi oleh fatwa DSN-MUI. Contohnya, akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, 

rahn, wakalah, dan lain-lain dalam KHES dirumuskan berdasarkan fatwa DSN. Artinya, fatwa DSN-

MUI menjadi sumber normatif dan inspirasi materiil bagi penyusunan KHES, karena sebelum KHES 

lahir, fatwa DSN sudah lebih dahulu menjadi pedoman operasional bank syariah dan lembaga keuangan 

syariah. 

Secara fungsional, fatwa DSN-MUI berfungsi memberi legitimasi syariah, memastikan produk 

keuangan sesuai prinsip Islam, dan menjadi pedoman regulator dan industri keuangan syariah dengan 

sifat normatif-keagamaan dan administratif-operasional. Sementara itu, KHES berfungsi sebagai 

pedoman hukum positif di pengadilan dan membantu hakim menyelesaikan sengketa ekonomi syariah 

dengan sifat yuridis-praktis, litigatif dan adjudikatif. Hubungan keduanya secara sederhana dapat 

dijelaskan sebagai berikut: Fatwa DSN → diadopsi regulator → dipraktikkan lembaga syariah → 

menjadi rujukan KHES → digunakan hakim di pengadilan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 

seringkali menjadikan fatwa DSN sebagai rujukan dalam menyusun regulasi teknis perbankan syariah 

dan pasar modal syariah. Perbedaan kekuatan mengikat antara fatwa DSN-MUI dan KHES adalah 

bahwa fatwa secara teori bukan peraturan perundang-undangan, tetapi memiliki kekuatan mengikat 

praktis karena diadopsi regulator, sedangkan KHES memiliki posisi lebih dekat kepada hukum positif 

karena diterbitkan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan dipakai langsung dalam putusan hakim. 

Aspek filosofis hubungan keduanya menunjukkan proses "transformasi norma fikih menjadi 

norma hukum nasional." Fatwa DSN berasal dari ijtihad ulama dan fikih muamalah klasik dan 

kontemporer, kemudian KHES mengkodifikasi, menstrukturkan, dan mempositivisasi nilai syariah ke 

dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan dialog antara syariah, kebutuhan ekonomi 

modern, dan sistem hukum nasional. Dengan demikian, integrasi fatwa DSN-MUI dengan regulasi 

nasional mencerminkan upaya sistematis dalam membangun sistem hukum ekonomi syariah yang 
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kokoh, terintegrasi, dan berkeadilan di Indonesia. Selain itu, integrasi ini juga memperkuat posisi 

Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum pluralistik yang mengakui eksistensi hukum agama 

sebagai salah satu sumber hukum nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. 

Meskipun fatwa DSN-MUI memiliki peran strategis, terdapat beberapa tantangan dan kritik yang 

perlu direspons. Pertama, status hukum fatwa yang tidak mengikat secara umum sering menimbulkan 

ketidakpastian bagi pelaku industri, terutama ketika terjadi perbedaan penafsiran antara fatwa dan 

regulasi positif. Kedua, proses adopsi fatwa ke dalam regulasi nasional seringkali memakan waktu lama, 

sehingga terjadi kesenjangan antara perkembangan industri dan payung hukum yang tersedia. Ketiga, 

terdapat potensi inkonsistensi antara fatwa-fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan dalam kurun waktu 

berbeda, terutama jika terjadi perubahan komposisi anggota DSN. Keempat, fatwa DSN-MUI 

terkadang dianggap terlalu teknis dan kurang mempertimbangkan aspek sosiologis dan antropologis 

dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Kelima, ada kritik bahwa DSN-MUI kurang melibatkan 

akademisi dan praktisi non-ulama dalam proses penetapan fatwa, sehingga hasilnya kadang kurang 

aplikatif. 

Selain itu, tantangan lain muncul dari dinamika globalisasi dan digitalisasi keuangan. Fatwa 

DSN-MUI harus mampu merespons produk-produk keuangan baru yang berbasis teknologi, seperti 

cryptocurrency, peer-to-peer lending, dan robo-advisory, yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam 

fiqh muamalah klasik. Kecepatan inovasi di sektor fintech seringkali melampaui kecepatan penetapan 

fatwa, sehingga terjadi kekosongan hukum sementara yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang 

tidak bertanggung jawab. Untuk itu, DSN-MUI perlu mengembangkan metodologi istinbat yang lebih 

responsif dan partisipatif, dengan melibatkan para ahli di bidang ekonomi, teknologi, dan hukum positif. 

Di sisi lain, kritik juga muncul dari kalangan yang menganggap bahwa fatwa DSN-MUI terlalu longgar 

dalam memberikan dispensasi terhadap praktik-praktik yang mendekati riba, seperti dalam kasus 

tagihan murabahah yang diperlambat pembayarannya. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI 

harus terus menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 

fundamental syariah. 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi dapat ditawarkan. Pertama, perlu adanya 

harmonisasi yang lebih erat antara DSN-MUI, OJK, dan Mahkamah Agung dalam menyusun regulasi 

yang terintegrasi. Kedua, DSN-MUI perlu melakukan review berkala terhadap fatwa-fatwa yang sudah 

ada untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketiga, perlu dibangun mekanisme mediasi dan 

konsultasi antara DSN-MUI dan pelaku industri untuk mengantisipasi kebutuhan regulasi sebelum 

fatwa dikeluarkan. Keempat, peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota DSN-MUI melalui 

pelatihan dan studi banding dengan lembaga fatwa di negara lain sangat diperlukan. Kelima, 

transparansi proses penetapan fatwa dan publikasi argumentasi hukum secara lengkap dapat 

meningkatkan kepercayaan publik dan mempermudah implementasi di lapangan. Dengan upaya-upaya 

tersebut, fatwa DSN-MUI akan semakin kokoh sebagai pilar utama hukum ekonomi syariah di 

Indonesia. 
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Fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan filosofis sebagai ijtihad kolektif ulama dalam merespons 

dinamika ekonomi modern. Secara epistemologis, fatwa ini berfungsi sebagai jembatan antara wahyu, 

akal, dan realitas empiris. Dengan fondasi tauhid dan maqasid syariah, fatwa DSN-MUI menegaskan 

bahwa hukum ekonomi syariah tidak sekadar norma teknis, melainkan instrumen moral yang menjaga 

keadilan, amanah, dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan (Praja, 2011; Auda, 2008). Dalam 

kerangka teori hukum Islam, fatwa DSN-MUI menempati posisi sebagai sumber hukum materiil. Fatwa 

tersebut bukan undang-undang positif, tetapi menjadi rujukan normatif yang diadopsi oleh regulator 

dan Pengadilan Agama. Teori hukum progresif menempatkan fatwa sebagai living law yang hidup 

dalam masyarakat, sehingga kedudukannya tidak hanya sebagai opini ulama, tetapi juga sebagai 

pedoman praktis dalam transaksi ekonomi syariah (Rahardjo, 2020; Hosen, 2021). 

Secara yuridis, fatwa DSN-MUI memperoleh legitimasi melalui regulasi nasional, seperti 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Perma RI Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Regulasi ini menegaskan bahwa fatwa DSN-MUI dapat 

dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, kedudukan 

fatwa DSN-MUI berada pada level soft law yang kemudian diinternalisasi menjadi hard law melalui 

peraturan perundang-undangan. Dalam teori hukum, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai secondary 

rules yang melengkapi primary rules berupa undang-undang. Ia menjadi sumber interpretasi bagi hakim 

dan regulator dalam menilai keabsahan akad syariah. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara 

hukum positif dan hukum Islam, di mana fatwa DSN-MUI berperan sebagai instrumen normatif yang 

mengisi kekosongan hukum dalam praktik ekonomi syariah. 

Aspek sosiologis menekankan fatwa sebagai legitimasi sosial, penerimaan masyarakat, dan 

merupakan kebutuhan hukum. Dari perspektif sosiologis, fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan 

sebagai legitimasi sosial bagi praktik ekonomi syariah. Fatwa ini membangun kepercayaan masyarakat 

terhadap produk keuangan syariah, karena dianggap sesuai dengan prinsip agama. Teori hukum 

sosiologis menegaskan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang diterima masyarakat. Dengan 

demikian, fatwa DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen 

sosial yang memperkuat literasi dan praktik ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menemukan 

bahwa fatwa DSN-MUI memiliki landasan filosofis yang kuat melalui maqashid al-shariah, dan 

berfungsi sebagai instrumen hukum yang dinamis dalam menjaga keseimbangan antara kepastian 

hukum dan keadilan sosial dalam praktik keuangan syariah. Temuan ini memperkuat penelitian 

sebelumnya tentang peran fatwa dalam sistem hukum nasional (Hosen, 2021; Praja, 2020), namun 

memberikan kontribusi baru dalam aspek analisis filosofis yang lebih mendalam tentang integrasi 

maqashid al-shariah dalam fatwa DSN-MUI. 

Lebih lanjut, analisis ini juga menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki karakteristik 

sebagai "hybrid legal instrument" yang menggabungkan unsur-unsur hukum agama, hukum positif, dan 

norma sosial. Karakteristik ini menjadikan fatwa DSN-MUI unik dan tidak mudah dikategorikan dalam 

teori hukum konvensional. Dalam perspektif teori hukum campuran (mixed legal systems), fatwa DSN-
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MUI dapat dilihat sebagai manifestasi dari pluralisme hukum yang menjadi ciri khas sistem hukum 

Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum Indonesia yang menekankan bahwa 

hukum nasional harus mampu mengakomodasi keberagaman norma yang hidup dalam masyarakat, 

termasuk norma agama. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI bukan sekadar produk hukum, tetapi juga 

cerminan dari identitas keindonesiaan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. 

Hasil penelitian ini memiliki sejumlah implikasi praktis bagi berbagai pemangku kepentingan. 

Bagi regulator, penting untuk mempercepat proses adopsi fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan 

perundang-undangan agar tidak terjadi kesenjangan hukum. Bagi industri perbankan dan lembaga 

keuangan syariah, fatwa DSN-MUI harus dijadikan pedoman utama dalam pengembangan produk dan 

layanan, dengan tetap memperhatikan aspek kepatuhan dan risiko. Bagi hakim di Pengadilan Agama, 

pemahaman yang mendalam tentang landasan filosofis fatwa DSN-MUI akan membantu dalam 

memberikan putusan yang adil dan bermaslahat. Bagi akademisi, penelitian ini membuka peluang untuk 

mengkaji lebih lanjut tentang dinamika fatwa DSN-MUI dalam menghadapi tantangan ekonomi digital 

dan globalisasi. Selain itu, bagi masyarakat umum, sosialisasi tentang peran dan fungsi fatwa DSN-

MUI perlu ditingkatkan agar literasi keuangan syariah semakin baik. 

Secara praktis, fatwa DSN-MUI juga berperan dalam meningkatkan daya saing industri keuangan 

syariah Indonesia di tingkat global. Dengan adanya fatwa yang jelas dan terstandar, investor asing akan 

lebih percaya untuk menanamkan modalnya di instrumen keuangan syariah Indonesia. Hal ini sejalan 

dengan upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Namun, 

untuk mencapai hal tersebut, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak untuk terus 

menyempurnakan mekanisme penetapan fatwa, meningkatkan transparansi, dan memastikan 

konsistensi antara fatwa dan praktik di lapangan. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI tidak hanya 

menjadi instrumen hukum, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi syariah yang 

inklusif dan berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN 

Fatwa DSN-MUI lahir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak akan regulasi keuangan syariah 

di Indonesia yang memiliki landasan teoretis dan filosofis yang kuat. Seiring berkembangnya industri 

perbankan syariah, muncul kebutuhan akan kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa 

DSN-MUI hadir untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dengan memberikan pedoman normatif 

yang memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan fiqh muamalah dan maqashid al-shariah. 

Dengan demikian, fatwa ini menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas sistem keuangan 

syariah sekaligus memberikan legitimasi moral bagi praktik ekonomi Islam. Temuan penelitian ini 

memperkuat teori bahwa fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai living law yang hidup dalam masyarakat 

dan memiliki landasan filosofis yang kuat melalui maqashid al-shariah, sekaligus membantah anggapan 

bahwa fatwa hanya sekadar opini ulama tanpa kekuatan hukum yang signifikan. 
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Fatwa DSN-MUI memiliki landasan filosofis yang kuat melalui maqashid al-shariah, yaitu 

tujuan-tujuan syariah yang menekankan keadilan, perlindungan harta, dan kemaslahatan umat. Prinsip 

ini memastikan bahwa setiap fatwa yang dikeluarkan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan tekstual 

terhadap hukum Islam, tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai universal yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat modern. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai instrumen hukum yang 

dinamis, menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam praktik keuangan 

syariah. Melalui pendekatan maqashid al-shariah, fatwa DSN-MUI mampu mengintegrasikan nilai-nilai 

filosofis Islam ke dalam regulasi formal, sehingga memberikan legitimasi moral sekaligus praktis bagi 

industri keuangan syariah di Indonesia. Keadilan dan perlindungan harta menjadi dua aspek utama yang 

dijaga, baik dalam akad perbankan, pasar modal syariah, maupun fintech syariah. 

Fatwa DSN-MUI memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam 

ke dalam sistem hukum nasional. Melalui fatwa yang dikeluarkan, DSN-MUI memberikan pedoman 

normatif yang kemudian dijadikan rujukan oleh regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan. Dengan cara ini, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai sumber hukum materiil yang 

memperkuat legitimasi syariah dalam praktik keuangan, sekaligus memastikan bahwa regulasi nasional 

tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Integrasi ini menunjukkan adanya sinergi antara otoritas negara 

dan lembaga fatwa dalam membangun sistem hukum yang pluralistik. Implikasi teoretis dari penelitian 

ini adalah penguatan konsep integrasi hukum Islam dan hukum positif dalam sistem hukum nasional, 

dengan fatwa DSN-MUI sebagai jembatan normatif yang menghubungkan keduanya. Penelitian 

selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas implementasi fatwa DSN-MUI dalam 

praktik peradilan agama dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen syariah, serta melakukan 

studi komparatif dengan sistem fatwa di negara-negara mayoritas Muslim lainnya untuk memperkaya 

khazanah akademik dan kebijakan. 
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